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STANDPOINT  

Pandangan APINDO terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi  
tentang Judicial Review UU Cipta Kerja 

 

APINDO menghormati proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan akan mematuhi 
putusan MK terkait judicial review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, 
yang telah diputuskan pada 31 Oktober 2024. Kami memahami pentingnya menjaga 
keseimbangan antara perlindungan hak pekerja/buruh, dan kepentingan dunia usaha. Namun, 
kami juga mendorong semua pihak untuk dapat melihat dampak dari putusan ini dalam perspektif 
yang lebih luas, terutama di tengah dinamika ekonomi saat ini. 

Perekonomian Indonesia sedang menghadapi tekanan dan pelambatan imbas dari 
tantangan ekonomi global. Selama beberapa bulan terakhir, tren deflasi menunjukkan 
penurunan daya beli masyarakat, yang berdampak besar pada konsumsi domestik. Kondisi ini 
secara langsung memengaruhi berbagai sektor usaha, terutama industri padat karya yang 
memiliki ketergantungan besar pada stabilitas perekonomian nasional. Dalam situasi ini, 
fleksibilitas dalam kebijakan ketenagakerjaan menjadi sangat penting untuk memungkinkan dunia 
usaha menyesuaikan diri dengan cepat dan efektif, guna mempertahankan kelangsungan 
operasional dan tetap berkontribusi pada perekonomian. 

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa ketentuan kunci UU 
Cipta Kerja, hal ini dapat memicu ketidakpastian regulasi yang berdampak pada iklim 
investasi. Stabilitas regulasi dan kepastian hukum adalah faktor kunci bagi pelaku usaha dan 
investor dalam membuat perencanaan jangka panjang. Tanpa kepastian ini, Indonesia berisiko 
menurunkan daya tariknya  sebagai tujuan investasi, yang pada gilirannya dapat memperlambat 
aliran modal baru dan bahkan memengaruhi  ketahanan investasi yang sudah ada. 

Selain itu, perubahan 21 pasal yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ini akan 
membuat dunia usaha mengukur kembali dampak yang ada terhadap kondisi dan 
perencanaan perusahaan ke depan, terutama yang berpotensi meningkatkan beban 
operasional. Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, peningkatan beban biaya 
ini akan berdampak pada kemampuan perusahaan untuk menjaga daya saing. Beban 
operasional yang lebih tinggi akan menekan stabilitas produksi, terutama di sektor padat karya 
seperti manufaktur, yang mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah besar dan sensitif terhadap 
perubahan biaya tenaga kerja. 

Sebagaimana berulang kali disuarakan oleh dunia usaha, pengamat ekonomi, bahkan oleh 
pemerintah sendiri, Indonesia jangan sampai kehilangan momentum untuk menarik 
industri manufaktur dan padat karya yang strategis. Pentingnya memperkuat iklim investasi 
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ini makin mendesak, terutama mengingat negara-negara tetangga di ASEAN seperti Malaysia, 
Thailand, dan Vietnam, telah lebih dahulu menarik minat investasi multinasional ke sektor 
manufaktur mereka. Bahkan, negara-negara yang sebelumnya tertinggal seperti Kamboja, Laos, 
dan Myanmar mulai menawarkan fleksibilitas ketenagakerjaan dan kebijakan yang ramah 
investasi, sehingga menjadi tujuan yang semakin kompetitif 

Saat ini APINDO akan mengkaji lebih dalam dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi, 
terutama untuk kebijakan yang berdampak di klaster ketenagakerjaan. Kami juga 
mendorong pemerintah untuk melibatkan dunia usaha dalam pembahasan substantif untuk 
menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi ini. Pelibatan secara bermakna sebagaimana 
diperintahkan dalam UU Penyusunan Peraturan Perundang Undangan sangat diharapkan 
APINDO dalam penyusunan berbagai produk kebijakan. 

Namun khusus terkait dengan proses penetapan Upah Minimum untuk tahun 2025 yang 
sudah diambang pintu, APINDO berharap agar proses penetapan upah minimum untuk 
tahun 2025 masih tetap mengikuti ketentuan yang ada sebelum terbitnya putusan MK No. 
168/PUU-XX1/2023 tanggal 31 Oktober 2024. Hal ini mengingat kerumitan yang akan terjadi di 
seluruh daerah bahkan di tingkat perusahaan apabila putusan MK terkait tentang upah minimum 
langsung diberlakukan dan menjadi acuan penetapan upah minimum tahun 2025. 

APINDO berharap dalam  menyusun kebijakan ketenagakerjaan ke depan, keputusan-keputusan 
yang diambil agar mempertimbangkan  situasi ekonomi makro yang dihadapi dunia usaha. 
Kebijakan yang adaptif dan proporsional akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi 
pekerja, namun juga bagi dunia usaha secara keseluruhan, untuk mempertahankan daya saing 
Indonesia di kancah internasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan 
berkelanjutan, utamanya untuk penciptaan kesempatan kerja yang lebih luas. 
 
 
 


